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ABSTRAK

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad-
akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya perlibatan dua pihak yang yang
terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi
dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali, praktik asuransi merupakan akad yang
ghairu musamma (akad yang belum ada penamaanya) dan termasuk akad yang baru
dalam literatur fikih. Dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur
akad. Mustafa Ahamad Zarga menyebutkan setidaknya praktik asuransi mencakup dua
akad yang membentuknya yaitu akalarru’ dan akadnudharabah. Penulis melakukan
penelitian produk Mitra Igra Plus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Syariah
Surakarta. Penulis memfokuskan pada analisis kontrak dan aplikasi akad-akadnya dilihat
dari perspektif fatwa-fatwa DSN-MUI. Di antaranya seperti fatwa No. 53/DSN-
MUI/1/2006 tentangtabarru’ pada asuransi syariah, No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang
ketentuan pedoman umum asuransi syariah, fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang
ketentuan akadnudharabah fhudharabahmusytarakah) dalam asuransi syariah, fatwa
No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentangwakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan
reasuransi syariah, fatwa No: 81/DSN-MUI/111/2011 tentang pengembaliantalzanrau’
bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggundleld research
(penelitian lapangan). Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer
diambil dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di AJB Bumiputera Syariah
cabang Surakarta. Sumber data sekunder diambil dari fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia terkait asuransi syariah, buku-buku, maupun kitab-kitab yang
terkait dengan pembahasan tesis ini, termasuk juga di dalamnya artikel-artikel, jurnal,
makalah, maupun internet. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis-normatif.

Penulis menyimpulkan, produuk Mitra Igra Plus adalah sebuah produk asuransi
pendidikan yang mengimplementasikan prinaiga‘awun danat-takaful. Prinsip at-
ta‘awun ditunjukkan dengan adanytizam/komitmen untuk saling menolong ketika di
antara anggota tertimpa musibah (kematian), komitmen itu ditunjukkan dengan
menyisinkan derma (dantabarru’) dari premi yang dibayarkan. Prinsgt-takaful
ditunjukkan dengan penanggungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai dengan
jenjang dan tempo yang ditentukan. Ada tiga akad yang terhimpun dalam kontrak produk
Mitra Igra yang menunjukkan implementasi fatwa DSN-MBdrtama, akadtabarru’
digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk membayarkan klaim. Akad
ini menjadikan dana yang didermakan berpindah kepemilikannya sebagai kumpulan dana
tabarru’ bersama (hak para anggota asuransi Mitra Idfajlua, akad mudharabah
digunakan dalam pengelolahan dana untuk diinvestasikan. Baik itu dana tabungan peserta
asuransi atau pun damabarru’ yang mengendap (dalam rekening tersendfgiga,
akad wakalah, dilakukan dalam pengelolahan dana premi dan operasional. Baik itu
pengelolahan danbarru’, dana tabungan (investasi), dan dgoed. Dalam akad ini
adalah jenis akad wakal#ifil ujrah, ‘ammah, dan mugayyadah (waktu tertentu).

Prinsip umum asuransi syariah dalam perusahaan ini ditunjukkan dengan
dibuatnyasales aid yang terperinci aliran dana premi yang dibayarkan oleh anggota,
adanya Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk dari anggota MUI sebagai pengawas
sekaligus konsultan kesyariahan, dan pemberian tempo untuk mempelajari polis sebelum
penandatanganan kesepakatan. Saran penulis bagi perusahaan adalah menyebutkan secara
spesifik bentuk akadnudharabahmusytarakah dalam pengelolahan dana investasi
sebagai bentuk penerapan fatwa No. 51/DSN-MUI/111/2006.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad, Fatwa
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 05936/U/1987.

. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

‘ Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik diatas)
d Jim ] je

c Ha A ha (dengan titik di bawah
c N kh ka dan ha

i Dal d de

= Zal z zet (dengan titik di atas)
3 Ra’ r er

j Za’ z zet
oA Syin sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di bawah
ol Dad d de (dengan titik di bawah
b5 Ta’ t te (dengan titik di bawah)
B Za z zet (dengan titik di bawah
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
'8 gain g ge
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) fa’ f ef
T gaf g qi
& kaf k ka
d lam L ‘el
o mim ‘m ‘em
& nun n ‘en
K waw W w
> ha’ h ha
& hamzah ‘ apostrof
S ya y ye
1. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulisrangkap
3daia ditulis Muta’addidah
s ditulis ‘iddah
[11. Ta'marbutahdi akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
dasa ditulis hikmah
A ditulis jizyah




b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis h

L Y1l S Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t

okl 318 Ditulis zalatul fizri

V. Vokal Pendek

fathah ditulis a
) kasrah ditulis [
dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ddals ditulis a jahiliyyah
2. | Fathah + ya’ mati (i ditulis a tansi
3. | Kasrah + ya’ mati A S ditulis 7 karrim
4. | Dammah + wawu mati U=3_%2 ditulis i furid




V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
o ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JsA ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
eﬁﬁ ditulis a’antum
< as ditulis ‘u'iddat
A S ol ditulis la'in syakartum

VIIl.Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

Gy YAl Ditulis Al-Qur’an
o l,,\.ﬁ\ Ditulis Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hurief) nya.

& Laudl
el

ditulis

ditulis

as-Sam’

Asy-Syams

Xi




IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

o2y Al (s 93 ditulis Zawi al-furid
aaud) Jal ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menjadikan manusia terlibat dalam berbagai
urusan yang kompleks. Tentu dalam menjalani aktivitas banyak kemungkinan
ancaman risiko yang akan terjadi. Risiko atau bahaya bisa saja terjadi di saat
seseorang itu khilaf, tidak mawas diri, atau bahkan hal ini bisa terjadi akibat
musibah bencana alam. Berbagai macam bentuk risiko yang mungkin terjadi
dalam melakukan aktivitas, dari risiko bangkrut dalam berbisnis, risiko
kematian, kecelakaan, dan risiko jaminan pendidikan. Hal ini menuntut
manusia untuk berhati-hati dalam melangkabh.

Ancaman risiko yang dihadapi seseorang menimbulkan rasa was-was,
sehingga berupaya mendapatkan keamanan dan ketenangan. Upaya
meminimalisir risiko sebenarnya sudah dilakukan olenh Nabi Muhammad
ketika hendak berhijran ke Madinah, yaitu meminta Ali r.a. untuk
menggantikan posisinya di ranjang tidurnya supaya mengalihkan perhatian
karena diancam bahaya kepungan sebelas orang kafir yang hendak menangkap
dan membunuhnya, sehingga Nabi mampu meninggalkan rumah tanpa ada
yang mengetahuinya. Prinsip dasar manajemen risiko juga dapat dipelajari
dari nasihat Nabi kepada seorang Badui yang ingin meninggalkan untanya

tanpa ditambatkan dan membiarkankanya terjadi seperti yang dikehendaki



oleh Allah, “Tambatkanlah untamu dan serahkan semuanya pada kehendak
Allah.”*

Perusahaan Asuransi Syariah sebagai lembaga yang memberikan
fasilitas pengelola dana untuk menangani risiko yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu,
perlu sekiranya kita mengetahui bagaimanakah asuransi syariah tersebut.
Sekiranya untuk melibatkan diri dalam keanggotaan asuransi syariah
dibutuhkan adanya kontrak. Karena kontrak adalah perwujudan dari aktivitas
kesepakan antar pihak dalam melakukan sesuatu. Istilah kontrak bisa juga
disebut dengan perjanjian, karena dalam kontrak terdapat poin-poin yang
disepakati oleh pihak yang saling berkepentingan. Perwujudan perjanjian yang
disepakati, berakibat kepada kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing
pihak dan hak yang seharusnya diterima.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar
dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya perlibatan dua
pihak yang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban,
yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali,
praktik asuransi merupakan akad yagttairu musamma (akad yang belum
ada penamaanya) dan termasuk akad yang baru dalam literatdr Miika
dapat dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur akad.

Mustafa Ahmad Zarqa dalam Hasan Ali menyebutkan setidaknya praktik

! Muhammad IgbalAsuransi Umum Syariah dalam Prakt¢Repok: Gema Insani,
2006), him. 18-19.

2AM. Hasan Ali.Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis
Historis Teoritis dan PraktigJakarta: Kencana, 2004), him. 139



asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya yaituadeadu’

dan akadmudharabah. Keberadaan ak#&abarru’ merupakan dana yang
terkumpul dalam rekening dana sosial dengan tujuan utama untuk
menanggung (takaful) anggota asuransi yang mengalami musibah, sedangkan
akadmudharabah terwujud tatkala dana yang terkumpul diinvestasikan dalam
bentuk usaha yang diproyeksikan menghasilakan keuntungan (profit).
Adanya akadtabarru’ dalam asuransi syariah, menjadi pembeda yang
menonjol dalam konsepansfer riskdalam asuransi konfensional dan adanya
sharing risk dalam asuransi syariah.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di AJB
Bumiputera 1912 kantor Cabang Syariah Surakarta yang terletak di gedung
Bumiputera Lt.2 Slamet Riyadi No. 12 Surakarta. Salah satu produk yang
ditawarkan adalah Mitra Igra Plus. Pada produk tersebut, menawarkan kepada
anggota yang bergabung mendapatkan jaminan dana pendidikan secara teratur
sesuai dengan jenjang pendidikan bagi buah hatinya. Lebih dari itu, anggota
juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi dan
pengembangan dana kontribusi yang dibayarkan melalui sistem bagi hasil
(mudharabah). Hasil dari observispenulis telah menemukan akumulasi
dana yang dibayarkan oleh anggota dilakukan dengan pembagianjddma
iuran tabarru’, dan dana investasi. Maka, dalam produk ini, selain untuk
penalangan dana pendidikan, anggota juga secara langsung melakukan

investasi yang dikelola oleh pihak asuransi. Penulis juga menemukan adanya

*Ibid...him. 141.
* Narasumber: Dani Hartadi sebagai pimpinan AJB Bumiputera cabang syariah
Surakarta Pada tanggal 26 November 2014



kontrak baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal inilah yang
menjadikan penulis melakukan studi lebih lanjut tentang bagaimana
operasional dan kedudukan akad-akad pada produk tersebut. Karena dalam
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah
memberikan rambu-rambu terhadap akad-akad tersebut ketika di
implementasikan pada suatu transaksi.

Di lain sisi, penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut
kekonsistenan lembaga, bahwa operasional kontrak yang dilakukana sesuai
dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Bagaimana pun, lembaga
keuangan apa pun itu yang melabelkan diri sebagai lembaga syariah maka
kontrak dan praktik transaksinya, semestinya sesuai dengan prinsip syariah.
Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengetahuinya, kemudian
menganalisis bagaimanakah praktik akad pada lembaga tersebut. Penulis
memberikan judul pada penelitian InfIMPLEMENTASI AKAD
ASURANSI SYARIAH (Studi pada Produk Mitra Igra Plus di AJB
Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)”

. Rumusan Maslah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis
merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana aplikasi akathbarru’, ujrah, dan mudharabah dalam
produk Mitra Igra Plus di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang

Syariah Surakarta?



2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap operasional dan

eksistensi akad-akad pada produk tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, dalam tesis ini penulis
bertujuan sebagia berikut.

1. Mengetahui bagaimana aplikasi akidbarru’, akadwakalah bil ujrah,
dan akadmudharabahyang diterapkan dalam produk Mitra Igra Plus di
AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.

2. Mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI tentang
operasional asuransi syariah dalam eksistensi kontrak pada produk
tersebut.

Selain tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap
penilitian ini akan memberikan manfaat kepada

1. akademisi, untuk memberikan sumbangan keilmuan sehingga mampu
dikembangkan lebih lanjut tentang pembahasan Asuransi Syariah di
Indonesia;

2. lembaga asuransi syariah (praktisi), supaya menjadi nilai pertimbangan
dalam aplikasi di lapangan, serta menambah kekonsistenan dalam

menjunjung nilai syariah dalam lembaga tersebut.



D. Kajian Pustaka

Muhammad Joharidalam tesis yang berjudul “Respon Masyarakat
Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah”, mengkaji tentang respon
masyarakat muslim Mataram terhadap asuransi syariah. Metode penelitian
yang digunakanya adalah bentuk penelitian survey dengan mengambil sampel.
Pengambilan sampel menggunakan metsideple random sampling. Dari
penelitian ini menghaasilkan: pertama, respon masyarakat muslim pada
umumnya positif. Kedua, faktor yang mendorong perkembanganya
dikarenakan mayoritas penduduknya muslim, pertumbuhan ekonominya,
kepercayaan masyarakat terhadap pihak asuransi syariah, adanya kerjasama
LKS dan instansi pemerintah.

Reva Meiliana, dalam tesis yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian PSAK
108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dengan Merujuk kepada Al-Qur'an
dan as-Sunah?® Tesis ini berisi analisa dan evaluasi PSAK 108 akuntansi
transaksi asuransi syariah yang tidak sesuai syariat Islam dengan merujuk
kepada Al-Qur'an daras-Sunah. Sumber data dalam penelitian ini adalah
PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah yang dievaluasi kesesuaiannya
dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Qur'an asSunah. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara
membandingkan sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara PSAK 108

akuntansi transaksi asuransi syariah dengan syariat Islam dengan merujuk

®Johari, MuhammadRespon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuansi
Syariah Tesis Paska UIN Sunan Kalijaga: Jogjakarta. 2010

® Reva Meiliana.Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi
Syariah DengatMerujuk Kepada Alquran Dan As-Sunahesis Magister Akuntansi Terapan,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2012



kepada Al-Qur’an daas-Sunah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
ada beberapa aspek yang memerlukan evaluasi kembali mengenai konsep
asuransi syariah yang sesuai dengan Al-Quranada@unah dan penggunaan
akad dalam transaksi asuransi syariah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Sehingga merekomendasikan kepada DSN-MUI sebagai perwakilan ulama di
Indonesia untuk mengkaji kembali atas fatwa yang terkait dengan asuransi
syariah.

Suyanto, dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Asuransi
Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 21/DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Kantor Cabang
Asuransi Syariah Takaful Surakarta’Pokok bahasan dalam penelitian ini
sebatas pelaksanaan asuransi syariah pada asuransi syariah cabang Surakarta.
Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, sosiologis non
doktrinal dengan metode pengumpulan datanya dengan studi pustaka dan studi
lapangan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Asuransi Syariah
Surakarta dan staff yang ditunjuk. Oleh karena belum adanya peraturan
perundangan yang mengatur tentang asuransi syariah, dalam hal ini adalah
hukum positif, maka dalam pelaksanaannya, Kantor Cabang Asuransi Syariah
Surakarta berpedoman pada fatwa DSN No0.21/MUI/2001 tentang pedoman

asuransi syariah. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

'Suyanto,Implementasi asuransi syariah setelah keluarnya fatwa Dewan Syariah
Nasional NO. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah pada Kantor
Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarfeesis Magister Program Studi lImu Hukum,
Universitas Sebelas Maret, 2010.



asurasni syariah Surakarta berupa faktor internal yang mendukung berasal dari
perusahaan asuransi sendiri yaitu keunggulan pengelolaan dana premi dengan
konsep tolong-menolong dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam
masyarakat, tetapi peserta masih kurang percaya diri terhadap pengelolaan
premi asuransi syariah. Dan faktor eksternal yang mendukung dari masyarakat
yaitu meningkatnya risiko dalam kehidupan, tetapi pemahaman dari
masyarakat tentang asuransi syariah masih terlalu rendah. Di samping itu, dari
pihak pemerintah juga menghambat karena belum adanya peraturan yang jelas
tentang asuransi syariah. Harapan dalam penelitian ini kepada pemerintah
untuk segera membuat aturan berupa undang-undang untuk mengatur atau
sebagai pedoman berasuransi syariah.di Indonesia, dengan pertimbangan
mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam

Azman Bin Noof dalam Jurnal Muamalat 2010 yang berjudul
“Takaful: Analisis terhadap Konsep dan Akad’. Menjelaskan, Takaful
(asuransi syariah) ialah alternatif kepadsuranskonvensional yang haram
kerana mengandung unsur-unsur rigaarar, dan perjudian. Menurutnya,
terdapat perbedaan dalam segi pengelolahan dana premi, yaitu adanya
sumbangartabarru’. Dalam tulisan ini jelaskan bahwa ak&dbarru’ harus
dituangkan dalam kontrak. Penggunaan daiarru’ untuk menutup klaim
yang terjadi, dan dapat digunakan untuk dana cadangan jika diperlukan

nantinya.

8Azman Bin Mohd Noor dan Mohamad Sabri Bin Zakaria, “Takaful: Analisis
Terhadap Konsep dan Akadlurnal Muamalat Bil. 32010.



Perbedaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian
atau karya ilmiah yang telah ada, terletak pada objek penelitian dan lokasi
penelitiannya. Penelitian ini lebih terkonsentrasi pada analisis kontrak dan
aplikasinya dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yaitu menggunakan
fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan ketentuan operasional
asuransi syariah seperti fatwa No. 53/DSN-MUI/I11/2006 tenttatzarru’
pada asuransi syariah, N0.21/DSN-MUI/X/200 tentang ketentuan pedoman
umum asuransi syariah, dan fatwa No. 51/DSN-MUI/II/2006 tentang
ketentuan akadmudharabah rudharabah musytarakah) dalam asuransi
syariah.

. Kerangka Teoritik

Dalam tesis ini, menggunakan teori akad dalam Islam untuk
menganalisis jenis kontrak polis yang digunakan. Kemudian teori yang kedua
adalah, menggunakan ketetuan fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan
tentang operasional pada asuransi syariah untuk menganalisis akad-akad yang
dipraktikkan dalam kontrak antara perusahaan asuransi dan anggota. Pertama
adalah teori tentang akad dalam kontrak hukum Islam,

1. Ketentuan Akad dalam Hukum Islam

Pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab
dan gabul atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan
yang lainya berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada oBjeknya.

Dalam hukum Islam di Indonesia akad dimaksudkan untuk menyebut istilah

° Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Fathurrohman Djam#nerapan Hukum
Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syar{dakarta: Sinar Grafika, 2012),
him. 6.
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perjanjian. Berangkat dari pengertian tersebut maka muncul beberapa aspek
berkenaan dengan akad, di antaranya: asas perjanjian, rukun pembentuk akad,
macam-macam akad, dan syarat-syarat dalam akad.

Syamsul Anwar menyebutkan dalam bukunya, bahwa Asas-asas yang
berkenaan dengan perjanjian (akad) adalah sebagai berikut: a. Asas Ibahah
(Mabda’ Al-lbahal); b. Asas Kebebasan Berakalblapda’ Huriyyah At-
Ta'aqud)®, c. Asaskonsensualism¢Mabda’ Ar-Radhaiyyah); d. Asas Janiji
Mengikat d. Asas KeseimbangaMébda’ At-Tawazun fi Al-Mu’awadhahe.

Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan); f. Asas Amanah, Kejujuran dan
Iktikad Baik; g. Asas Keadilan; h. Asas Personalia Akadal{da’
Syakhsyiyyat Al-‘Aqd).

Menurut Az-Zarga seorang ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang
membentuk akad itu ada empat, yaitu: para pihak yang membuatakad (
‘agidan), pernyataan kehendak para pihahighatul-‘aqd), objek akad
(mahallul-‘agd), dan tujuan akadh@udhu’ al-‘aqd). Berkaitan dengan rukun-
rukun yang membentuk akad akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Al-‘Agidain

Sesuai dengan perkembanganya, subjek akad ini tidak hanya berupa

perseorangan saja, tetapi juga berbentuk badan htikierikut adalah

penjelasan subjek akad (subjek hukum) perseorangan dan badan hukum.

10 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam
Fikih Muamalat (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), him. 84.

Ybid., him. 31.
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1) Perseorangan

Subjek akad yang dimaksud di sini adalah pihak yang sudah dapat
dibebani hukum yang disebut mukaftaf
2) Badan Hukum

Status badan hukum sebagai subjek hukum (pelaku akad) dalam Islam
tidak diatur secara khusus, namun dengan menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an
dan hadis terdapat istilagyirkah yang dijadikan sebagai persamaan dengan
badan hukum. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama di antara beberapa orang
yang menimbulkan kepentingan-kepentingan syirkah terhadap pihak Ketiga.
b. Shighatul-‘aqd

Dalam literatur fikihshighatul ‘aqd diwujudkan dalam benty&b dan
gabul ljab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang
diinginkan pffering), sedangkagabul adalah pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya gcceptance Adapun ungkapanshighatul ‘agad dapat
dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian
dengan jelas tentang adanya ijab dan gabul. Hal ini dapat juga dilakukan
dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan gabul yang
disebut dengan agadil-mu’atthoh. Keabsahan pengungkapahighot
sebagaimana tersebut didasarkan pada kaidah fikih yang berbahyi ”
Kitabatu ka al-Khithab artinya, tulisan itu sama dengan ungkapan lisan” dan

kaidah *“ al-Isyaratu al-Ma’hudah lil Akhrosi kal Bayani bi al-Lisani, yang

2 Gemala Dewi dkkHukum Perikatan Islam di Indonesi@renada Media: Jakarta,
2005), him. 51.
bid,., him. 59.
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artinya isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan
lisan.™*
c. Objek Akad Mahallu al-‘Aqd)

Ibnu Abidin memberikan pengertian bahwa objek akad tidak hanya
berupa barang atau harta benda semata, melainkan juga berbentuk suatu
kemanfaatan, seperti upah mengupah, tanggungan/kewajiban, jaminan, dan
kuasat® Dalam KUH Perdata, objek akad sering disebut dengan prestasi,
maksudnya adalah apa-apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak dan apa-
apa yang menjadi hak pihak lain yang berakad. Wujud prestasi ini dapat
berupa perbuatan positif maupun negatif. Bentuknya berupa memberikan,
berbuat, atau tidak berbuat sesudtu.

d. Tujuan Akad Maudhu’ al-‘Aqd)

Tujuan ini berkaitan dengan motifasi atau niat seseorang melakukan
akad. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkdsUmuru bi Maqosidiha
(segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya)’. Dengan demikian,
secara ikhtishar nya, setiap akad harus mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut
mestilah dibenarkan oleh syardkPada pembahasan fikih klasik, rukun
keempat ini tidak disebutkan oleh pafagaha. Seiring berkembangnya

aktivitas transaksi di masyarakat muncul macam akad yang tidak béfnama

14 Fathurrohmana DjamiPenerapan Hukum Perjanjian .him.29.

“Ibid., hal. 34.

1% pasal 1234 KUH perdata.

Y Fathurrohman DjamiPenerapan Hukum Perjanjian .him. 38-39.

8 Akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum
namanya yang khusus, serta tidak ada pengaturan yang khusus mengenainya. Akad ini
ditentukan para pihak sesuai kebutuhanya dengan asas kebebasan berakad. Misal: perjanjian
penerbitan, periklanan dsb. Lihat Prof. Samsul Anwar di Hukum Perjanjian Syariah. Raja
Grafindo Persada:Jakarta, 2007, him.76.
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sehingga ulama kontemporer berijtihad untuk menetapkan tujuan akad sebagai
rukun akad. Tujuan penetapan ini adalah untuk menyamiekase® dalam
penetapan akad dan menghindari perbedaan persepsi ketika akad berlangsung.

Adapun syarat-syarat yang melekat pada rukun akad adalah sebagai
berikut.

a. Syarat Terbentuknya Aka&yuruth al-In‘igad)

Setiap rukun pembentuk akad mempunyai syarat-syarat. Rukun
pertama, yaitu para pihak, mereka harus memenuhi sy&aatyiz dan
terbilang pihaknyadt-ta‘addud). Rukurkedua yaitu shighatul ‘aqdj harus
memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesugbrdangabul (kesepakatan)
dan kesatuan majelis akad. Rukkatiga, yaitu mahallul ‘aqdi (objek akad),
harus memenuhi tiga syarat yaitu, objek itu dapat diserahkan, tertentu/dapat
ditentukan, dan dapat ditransaksikan. Rukeempat yaitu tujuan akad, harus
memenuhi satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

Syarat-syarat yang melekat pada setiap rukun akad tersebut disebut
pokok @sh). Artinya secara yuridis syar'i akad yang tidak memenuhi pokok
(ash) ini maka akad tersebbathil. Menurut ahli hukum Hanafi akaahthil
didefinisikan sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokoknya karena
tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya.

Wahbah membagi syarat pembentukan akad ini menjadi dua bagian,
yaitu syarat yang bersifat umunarim) dan syarat yang bersifat khusus

(khash). syarat umum yang dimaksud adalah rukun akad itu sendiri, yaitu

¥ Maksudnya adalah mencangkup tujuan akad, motif tindakayddin dan
kehendak bersama. (hasil diskusi kelas perkuliahan Aplikasi Kontraktual Bisnis Syariah).
2 syamsul AnwarHukum Perjanjian.,.him. 97-98.
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adanya pihak yang berakad, objek akadjhatul ‘aqdj objek tersebut

bermanfaat, dan tidak dilarang syarak. Syarat bersifat khusus yaitu syarat yang

harus ada pada akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad secara
umumnya, seperti syarat saksi pada akad rikakenurutnya, apabila
terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut batal.

b. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan ini berfungsi sebagai penyempurna yang menjadikan
suatu akad menjadi sah. Karena walaupun suatu akad telah terpenuhi syarat
pembentukanya secara yuridis syar’i, namun belum serta merta sah. Adapun
syarat keabsahan dalam setiap rukun akad adalah sebagai berikut.

1) Rukun pertama, yaitu para pihak yang memiliki dua syarat terbentuknya
yaitu tamyizdan berbilang pihanya tidak memerlukan sifat penyempurna.

2) Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, yang memiliki dua syarat
terbentuknya, tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun, menurut
jumhur ulama, syarat pembentukan adanya ijab dan gabul dalam rukun ini,
membutuhkan syarat penyempurna, yaitu tidak adanya keterpakdaan (
ikrah) masing-masing pihak, apabila terjadi pemaksaan maka akad
tersebut adalah fasid. Akan tetapi hukum Hanafi menjadikan ketiadaan
paksaan dl-ikrah) dalam ijab gabul bukan sebagai syarat penyempurna,
melainkan sebagai syarat berlakunya akibat hukum. Sehingga akad
tersebut sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan

sampai pihak yang dipaksa melakukan retifikasi apabila paksaan tersebut

2L Fathurrohman JamiRenerapan Hukum Perjanjian ,.him. 41.
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telah berlalu. Hal ini diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber
syariaff.

3) Rukun ketiga, objek akad dengan tiga syarat terbentuknya (dapat
diserahkan, tertentu, dan dapat ditransaksikan), membutuhkan syarat-
syarat penyempurnaPertama syarat “dapat diserahkan” memerlukan
penyempurna yaitu penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian
(dharan®, apabila menimbulkan kerugian, maka akad terséasid.
Kedua, syarat “objek harus tertentu” membutuhkan kualifikasi
penyempurna, yaitu terbebas dari ungimarar. Apabila mengandung
unsurgharar maka akad tersebd#sid. Ketiga, syarat objek harus dapat
ditransaksikan membutuhkan unsur penyempurna, yaitu harus terbebas
dari syarat fasid dan riba.

Sehingga dalam melakukan akad, apabila rukun dan syarat
terbentuknya akad telah terpenuhi, harus disempurnakan dengan syarat
penyempurna yaitu, menghindari kemudaragtmarar, syarat-syarafasict*
dan riba. Apabila dalam akad mengandung unsur tersebut, maka akad tersebut
adalah fasid. Akadasid menurut ahli hukum Hanafi adalah akad yang telah
memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tapi tidak terpenuhi syarat

keabsahany& Menurut Jamil akad yang fasid dapat dibataffaBerkenaan

22 pendapat Zufar dikutib oleh Syamsul Anwkiukum Perjanjian Syariah: Studi
tentang Teori Akad dalam Fikih MuamaléRaja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), him.100.

% Maksud dharar adalah hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam bisnis seperti
musibah. Misal seseorang yang hendak menjual ginjalnya, akibat penjualan itu akan
membahayakan bagi dirinya.

% Misalnya, si A menjual tanah ke si B (wanita) dengan harga murah serta
mensyaratkan kepada si B untuk tinggal bersama dalam 1 bulan sekali. Maka syarat ini
bertentangan dengan syariat= syarat fasid.

#Ibid., him.101.
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dengan syarat sahnya akad harus rida (tidak ada paksaan), penulis
melandaskan pada kaidah fiKi-A slu fr al-‘Aqdi Rida al- Muta'aqgidaini wa
Natjatuhu n@ lltazamzhu bi at-Tazqudi?®’ yang artinya hukum asal dalam
transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah
berlaku sahnya yang diakadkan”
c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum

Syarat berlakunya akibat hukum ini bermaksud supaya akad yang telah
terpenuhi rukun, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahanya
dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Karena akad yang sah belum tentu dapat
dilaksanakan akibat hukumnya. Akad seperti ini disebut akeaikuf
(terhenti/tergantung). Adapun syarat sehingga akad yang sah dapat
dilaksanakan akibat hukumnya adalapertama, adanya kewenangan
sempurna atas objek akad, deedua, adanya kewenangan atas tindakan
hukum yang dilakukan. Akad yang sah dan memenuhi dua syarat akibat
hukumnya ini disebut akad nafiz
d. Syarat Mengikatnya Akad

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya
akad, syarat keabsahan akad, dan syarat berlakunya akibat hukum, telah
dinyatakan sebagai akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat huimnya.
Maksud syarat mengikatnya akad ini adalah apabila telah terpenuhi syarat-

syarat tersebut maka akad itu mengikat dan tidak ad&Hglr. Namun, ada

% Fathurrohman DjamiPenerapan Hukum Perjanijian ..him.41.

2" Ahmad al Nadwi dikutip oleh A DjazuliKaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah
Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Pra{Ri®nada Media Group:
Jakarta, 2006), him.130.

2 syamsul AnwarHukum Perjanjian...him.104.
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beberapa akad yang di luar ketentuan syarat ini, karena setelah terpenuhinya
syarat terbentuknya, syarta sah, dan syarat akibat hukumnya, akad ini masih
ada hak opsi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, seperti pada akad
gadai dan penitipan.

Dilihat dari sudut pandang akad bernama atau tidaknya, maka asuransi

termasuk pada kategori akad tidak bernama. Syamsul Anwar dalam bukunya
menjelaskanPertama, akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan
namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan
khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.
Disebutkan al-Kasani dalam Syamsul Anwar, akad bernama meliputi sebagai
berikut: (1) sewa menyewaalfijarah), (2) al-istishna, (3) jual beli, (4)
penanggungankéfalah), (5) pemindahan utandpafvalah), (6) pemberian
kuasa él-wakalah), (7) perdamaianagh-shulhu), (8) persekutuarasf-
syirkah), (9) bagi hasilal-mudharabah), (10) hibah, (11) gadar-ahn),
(12) penggarapan tanalal{muzara’ah), (13) pemeliharaan tanamal-(
musyagah), (14) penitipamlfwadi’ah), (15) pinjam pakaia-‘ariyah), (16)
pembagiangdl-gismah), (17) wasiat-wasiatl{washoya), (18) perutangaal{
gardh).

Kedua, akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus
dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad
ini tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya serta tidak ada pengaturan

tersendiri mengenainya, maka berlaku ketentuan umum terhadapnya. Akad
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jenis ini dibuat dengan ketentuan para pihak berdasarkan kebutuhan dan
kepentingannya.
2. Konsep Asuransi Syariah

Berangkat dari pengertian asuransi secara umum, menurut undang-
undang No. 2 tahun 1992, definisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggufAgkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, memaknai asurasi sebagai suatu
persetujuan yang di dalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin
kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai
pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena
akibat dari peristiwva yang belum jeffsPenulis meniyimpulkan, dalam
perjanjian asuransi terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu: 1. Pihak
tertanggung; 2. Pihak penanggung (perusahaan Asuransi); 3. Premi (sejumlah
dana pengganti kerugian) yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada

penaggung; 4. Objek tanggungan (kerugian, kerusakan, kehilangan

%M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian teoritis Praktis
(Bandung: Pustaka Setia, 2012), him. 200-211.

% Wirjono Projodikoro,Hukum Asuransi di Indonesi& Jakarta: Intermasa, 1987),
him. 1.
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keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum) yang belum jelas
kejadiannya.

Sedangkan ketentuan kontrak (tertulis dalam polis) Musthafa Ahamad
az-Zarqa yang dikutip dalam Syakir Sula memaknai asuransi adalah sebagai
upaya pemeliharaan diri seseorang dari risiko (ancaman) bahaya dan kerugian
dalam aktivitas atau musibah yang menimpanya melalui premi yang telah
dibayarkan oleh sekelompok orang tertanggiifnewan Syariah Nasional
sebagai badan yang mengawasi kinerja praktik lembaga ekonomi syariah di
Indonesia mengeluarkan fatwa, pengertian asuransi syaaamn| takaful
atau tadhamun) yaitu

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah

orang/pihak melaui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syaffah.

Berangkat dari definisi asuransi syariah, menjadi pembeda dengan
asuransi konfensional. Di antara pembeda yang menonjol adalah konsep
transfer risk dalam asuransi konfensional dan adasharing risk dalam
asuransi syariah. Dalam asuransi syariah dikenal adanya takadu'.
Berdasarkan pada prinsip saling melindungi dan tolong menolong maka,
Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh
peserta yang terdiri atas dana tabungantdbarru’. Dana tabungan adalah
dana titipan dari peserta yang dialokasikan bagi hasildbarabah) dari

pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Pengembalian alokasi

31 Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (life and General): Konsep dan Sisitem
Operasional (Jakarta:Gema Insani.2004), him. 29.
32 Fatwa DSN No0.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama angka 1
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bagi hasil dilakukan ketika peserta yang bersangkutan mengajukan klaim
(baik nilai tunai atau klaim manfaat asuransi). Sedangteogrru’ adalah
derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta
asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau
manfaat asuransr.

Dalam fatwa DSN No0.21/DSN-MUI/X/2001 dijelaskan tentang
ketentuan pedoman umum asuransi syariah, namun ketentuan tersebut masih
bersifat umum. Rifki Muhamma&d dalam bukunya menjelaskan akad yang
digunakan dalam operasional asuransi syariah adatadharabah
musytarakah damabarru’ sebagaimana mana lebih dirincikan dalam fatwa
DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentangabarru’ pada asuransi syariah.
Kemudian ketentuan akachudharabah rhudharabahmusytarakah) dalam
asuransi syariah juga telah diatur dalam fatwa No. 51/DSN-MUI/I11/2006.

a. Ketentuan Umum Asuransi Syariah

Dalam fatwa DSN No0.21/DSN-MUI/X/2001 yang menjelaskan
tentang pedoman umum asuransi syariah, terdiri dari sebelas ketetapan, yang
pertama berkaitan dengan ketentuan umumnya, yang pertama bahwa asuransi
syariah {@’'min, takaful atautadhamun) adalah usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan/atatabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah

33 Syakir SulaAsuransi Syari‘ah ...hIm.30.
3 Rifki Muhammad,Konsep Operasional Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
(Yogyakarta:P3EI Press, 2008), him.56.
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yang tidak mengandungharar (penipuan),maysir (perjudian), ribazhulm
(penganiayaan)risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad tijarah
adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad
tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan
dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Premi adalah
kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim adalah hak
peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan
kesepakatan dalam akad.

Ketentuan kedua menjelaskan tentang akad dalam asuransi syariah,
bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad
tijarah dan/atau akathbarru’. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat
adalahmudharabah. Sedangkan ak&barru’ adalah hibah. Dalam akad,
sekurang-kurangnya harus disebutkan: hak dan kewajiban peserta dan
perusahaan; cara dan waktu pembayaran premi; jenis akad tijarah dan/atau
akadtabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan.

Ketiga, dalam fatwa ini menjelaaskan tentang kedudukan para pihak
dalam akad tijarah darabarru’. Dalam akad tijarah nfudharabah),
perusahaan bertindak sebagaiudharib (pengelola) dan peserta bertindak
sebagaishahibul mal (pemegang polis). Sedangkan dalam akaohrru’

(hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong

peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai
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pengelola dana hibah. Kemudian dalam ketentuan keempat bahwa disebutkan
jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akaloarru’ bila pihak yang
tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan
kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan, jenis
akad tabarrutidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Ketentuan kelima menjelaskan jenis asuransi dan akadnya. Bahwa,
dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan
asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah
mudharabah dan hibah. Keenam, menjelaskan tentang premi, bahwa
pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenitabkadr’,
dan untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel
morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur
riba dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis mkeatharabah
dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
Premi yang berasal dari jenis akad tabadapat diinvestasikan.

Ketentuan klaim dijelaskan pada poin ke tujuh, yaitu klaim dibayarkan
berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda
dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah
sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan
untuk memenuhinya. Klaim atas akadbarru’, merupakan hak peserta dan

merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
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Selanjutnya ketentuan kedelapan tentang investasi, bahwa perusahaan
selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang
terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Ketentuan
reasuransi juga dijelaskan di point ke sembilan, bahwa asuransi syariah hanya
dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan
prinsip syariah.

Ketentuan kesepuluh tentang pengelolaan, bahwa pengelolaan asuransi
syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai
pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
Perusahaan asuransi syariah memperoleh ujesh dari pengelolaan dana
akadtabarru’ (hibah). Ketentuan tambahan di poin kesebelas, menjelaskan
bahwa implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Dana Tabarru’

Ketantuantabarru’ dalam fatwa DSN terdiri dari delapan ketentuan,
yaitu berkenaan dengan ketentuan umum di antaranya &aairu’
merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, dan akad ini
dilakukan antar peserta pemegang polis. Pada poin ketiga yang membahas

ketentuan akad, dijelaskan akebarru’ adalah akad yang berwujud hibah
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dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk
tujuan komersial.

Menurut fatwa ini, kedudukan peserta adalah pemberi dana hibah yang
digunakan untuk menolong peserta lainya yang terkena musibah. Perusahaan
asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasawaltadh.
Pembukuan dan@barru’ juga harus terpisah dari dana yang lainnya, adapun
pihak perusahaan asuransi mendaptkan bagi hasil dari jasa investasi dana
tabarru’ tersebut dengan akanudharabah musytarakah atau berdasarkan
akad wakalah bi ujrah.

Ketentuansurplus underwriting dawlefisit underwriting diatur dalam
poin keenam dan ketujuh. Pada poin keenam ketika mengalarpius
underwriting atas dan@barru’ maka dilakukan aksi penyaluran dana sebagai
cadangan akutabarru’, dibagikan kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko, dan dibagikan kepada perusahaan asuransi dan
peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Menjadi sangat penting bahwa
persetujuan alternatif yang dipilih harus dituangkan dalam akad.

Defisit underwriting menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi
yang diberikan dalam bentukardh (pinjaman). Pengembalian dagardh
kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi dapat

diuraikan Andi Soemitra sebagai berikut.
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a. Polis

Polis asuransi adalah sejenis transaksi keuangan di mana beberapa
pihak (pelaku dan peserta) terikat oleh perjanjian yang dibuat berdasarkan
prinsip-prinsip umum kontrak. Dalam hukum Islam kontrak harus memenuhi
rukun dan syarat akad (sebagaimana dijelaskan sebelumnya). Dengan kata lain
formalitas dalam polis Asuransi adalah tawaran (ijab), penerimaan (gabul),
dan dikeluarkannya nota asuransi yang menyebutkan bahwa kedua belah
pihak berbagi tanggung jawab untuk memberikan jaminan material yang
selayaknya terhadap risiko tak terduga sesuai dengan subject¥hatter
b. Premi (Kontribusi)

Premi asuransi secara umum bermanfaat bagi untuk menentukan besar
tabungan peserta asuransi, santunan kebajikan (dana klaim), dan investasi
pada masa berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berfungsi untuk
menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi dalam asuransi
syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu sebagai b&rikut.

1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan
pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan, dengan pendapatan
sesuai dengan porsi yang yang telah disepakati dari investasi bersih.
Pemberian hak ini dilakukan apabila peserta dinyatakan berhenti.

2) Premitabarru’, yaitu sejumlah dana yang dihibbahkan oleh pemegang

polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi

*Mohd Ma’'sum Billah diterjemahkan Supart&ontekstualisasi Takaful Dalam
Asuransi Modern (Tinjauan Hukum dan PraktéBweet & Maxwell Asia: Jakarta, 2010),
him. 223.

%Andri Soemitra,Bank dan Lembaga Keuangan Syariékencana: Jakarta, 2012),
him. 277.
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musibah yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta
meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir
3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta
kepada perusahaan dalam mengelola dana asuransi seperti biaya awal,
biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya pada saat polis
berakhir.
c. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi dua bagian,
yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran
dana dalam asuransi syariah. Jenis dari unsur ada/tidaknya tabungan yang
pertama adalah, sistem yang mengandung unsur tabungan, yaitu peserta
membayarkan premi secara teratur (bulanan, kuartal, semester, atau tahunan)
dengan jumlah sesuai kemampuan peserta, namun perusahaan menetapkan
nilai minimum premi tersebut. Premi yang dibayarkan tersebut akan dipisah
oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda yaitu: 1) rekening
tabungan (milik peserta) yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta
mengundurkan diri, dan peserta meninggal; 2) reketahbgrru’, yaitu dana
yang diniatkan untuk iuran kebajikan yang dibayarkan apabila peserta
meninggal dunia dan perjanjian berakhiKedua, sistem yang tidak
mengandung unsur tabungan, maka premi yang dibayarkan peserta akan
dimasukkan dalam rekening tabarru’

Ditinjau dari aliran dana pada asuransi syariah, semua premi yang

masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi déegparusahaan atas
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jasa pengelolaan dana premi. Pengelolaan ini (baik tabatau’ saving) dapat
digunakan akadvakalah bil ujrah, atau akadhudharabah musyarakah
Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas
perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan peserta
(tabarru’). Surplus underwriterdan keuntungan investasi juga dibagikan
kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan
besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh peserta di
awal perjanjiar?
d. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim
dalam asuransi syariah adafdHt) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang
disepakati pada awal perjanjian; 2) Klaim dalam jumlah, disesuaikan dengan
premi yang dibayarkan; 3) Klaim atas akadd tijarah sepenuhnya hak peserta;
4) Klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta sebatas yang disepakati

dalam akad.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggundleid
research (penelitian lapangan), yaitu menjadikan AJB Bumiputera cabang
syariah Surakarta sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis

akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maksudnya data-data yang

¥Ibid., him. 281.
*#bid., him.282.
*bid., him. 284.
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diperoleh akan diolah menggunakan kalimat-kalimat yang menjelaskan
tentang isi tesis ini.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu
pendekatan yang didasarkan pada hukum-hukum. Menurut Soeétandyo
penelitian normatif tidak hanya hukum yang berupa norma yang telah
dipositifkan saja, melainkan hukum yang telah dibilang norma walau belum
diposititkan pun juga masuk dalam jenis penelitian tersebut. Sebagaiman
dalam hal ini fatwa Dewan Syariah yang telah berlaku untuk menilai suatu
aktivitas aplikasi dari kegiatan perasuransian syariah. Pendekatan ini guna
menganalisa praktik akad dalam operasional produk asuransi syariah di AJB
Bumi Putera 1912 Syariah.
3. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini akan dilakukan denga cara triangulasi
data: pertama, observaskedua, wawancara seperti kepada pimpinan kantor
cabang syariahKetiga, penulis juga akan mengambil data dari bentuk
dokumentasi berupa surat-surat kontrak. Dalam penggalian data, penulis juga
akan melakukan interview mendalam kepada pimpinan kantor cabang syariah
AJB Bumiputera Solo, terkait dengan aplikasi operasional kontrak produk
Mitra Igra Plus. Jika dimungkinkan, penulis akan mengikuti acara seperti

diklat dan presentasi produk untuk mengetahui lebih dalam kondisi lapangan.

““Soetadyo Widnjosoebrotéjukum Konsep dan Metode(Malang: Setara Press,
2013), him.77.
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4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan
melakukan analisis data yang sudah didapat, kemudian dirumuskan ke dalam
kalimat-kaliamat kualitatif.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menilai kesesuaian dan sejauh mana
implementasi asuransi syariah dengan metedesening dan konfirmasi
standarisasi fatwa. Pada akhirnya, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian
ini dengan metode induksi. Karena, dalam penelitian ini akan dijelaskan
terlebih dahulu premis-presis minor yang nantinya akan disimpulkan dalam
premis mayor.

. Sistematika Pembahasan

Bab I: PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan
sistematika pembahasan.

Bab II: KONSTRUKSI AKAD-AKAD DALAM ASURANSI
SYARIAH, membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam
penelitian ini, meliputi lima subbab. Pembahasan subbab mencakup di
antaranya akad dalam asuransi syariah, aleddhrru’ dan konsekuensi
hukumnya, akadvakalah dan implementasinya, akadidharabah, dan akad
mudarabah musytarakah

Bab Ill: GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG

SYARIAH SURAKARTA DAN PRODUK MITRA IQRA PLUS,
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dipaparkan gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari
beberapa subbab. Subbab yang dibahas di antaranya adalah Sejarah Berdirinya
dan Perkembanganya; Falsafah, Visi, dan Misi AJB Bumiputera 1912; Produk
Mitra Igra Plus AJB Bumiputera 1912 Syariah; Profil AJB Bumiputera 1912
Cabang Syariah Surakarta

Bab IV: FATWA DSN-MUI DAN IMPLEMENTASI ASURANSI
SYARIAH TERHADAP PRODUK MITRA IQRA PLUS, berisi tentang
penjelasan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait asuransi syariah dan pembahasan
analisis penelitian. Dalam bab ini akan merincikan subbab-subbab di
antaranya terkait kedudukan fatwa DSN-MUI, Majelis Ulama Indonesia,
fatwa asuransi syariah, dan analisis praktik asuransi syariah produk Mitra Igra
Plus terhadap fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah.

Bab V: PENUTUP, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil

analisis pembahasan dan saran-saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan, bahwa Mitra Igra Plus adalah sebuah produk asuransi
pendidikan yang mengimplementasikan priregita‘awundanat-takaful.Prinsipat-
ta‘awun ditunjukkan dengan adanylizanmykomitmen untuk saling menolong ketika
di antara anggota tertimpa musibah (kematian), komitmen itu ditunjukkan dengan
menyisihkan derma (dartabarru’) dari premi yang dibayarkan. Prinsg-takaful
ditunjukkan dengan penanggungan dan penjaminan dana pendidikan sesuai dengan
jenjang dan tempo yang ditentukan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, baik secara wawancara, observasi, dan
dokumen, kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada, dalam hal ini adalah
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan beberapa literatur maka
penulis menyimpulkan, bahwa dalam produk Mitra Iqra Plus di Asuransi AJB
Bumiputera Cabang Syariah Surakarta telah menunjukkan prinsip-prinsip akad
syariah, namun ada catatan pada jenis akad pengelolahan dana investasinya.

Dalam kontrak disebutkan klausul akad yang digunakan dalam kontrak
pengelolaan dana investasi adalah akadiharabah Penulis menyimpulkan, secara
spesifik dalam operasionalnya akad tersebut menujukkan jenis nalkddarabah
musytarakahkarena dalam berinvestasi dana tidak hanya milik anggota saja, namun

juga disertakan dana perusahaan. Sebagaimana fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-

116



117

MUI/II/2006 telah menspesifikasikanmudharabah musytarakatadalah akad

mudharabahdi mana pengelolar{udhari) menyertakan modalnya dalam kerja sama

investasi tersebut

Ada tiga akad yang terhimpun dalam kontrak produk Mitra Igra ini. Di

antaranya adalah akadbarru’, akad mudharabah dan akadwakalah bil ujrah.

Berikut adalah implementasi dari akad tersebut.

1.

3.

Akad tabarru’ digunakan sebagai dasar pemberian derma oleh anggota untuk
membayarkan klaim. Akad ini menjadikan dana yang didermakan berpindah
kepemilikannya sebagai kumpulan ddaabarru’ bersama (hak para anggota
asuransi Mitra Iqra). Hal itu tidak bertentangan dengan fatwa yang mengatur
tentang akadabarru’ yaitu fatwa No: 53/DSN-MUI/II/2006. Begitu juga
telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No: 81/DSN-MUI/111/2011
tentang pengembalian darabarru’ bagi peserta asuransi yang berhenti
sebelum masa perjanjian berakhir.

Akad mudharabahdigunakan dalam pengelolahan dana untuk diinvestasikan.
Baik itu dana tabungan peserta asuransi ataupun t&Everu’ yang
mengendap (dalam rekening tersendiri). Dalam menginvestasikan juga
disertakan dana milik perusahaan. hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan
fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akathudharabahmusytarakah
pada asuransi syariah.

Akad wakalahdalam produk Mitra Igra Plus dilakukan dalam pengelolahan

dana premi dan operasional. Baik itu pengelolahan dabarru’, dana
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tabungan (investasi), dan dagard. Dalam akad ini maka jeniwakalah

adalahbil ujrah, ‘ammah danmuqgayyadah(waktu tertentu). Apa yang telah

dipraktikkan dalam AJB Bumiputera Cabang Syariah Surakarta tidak
bertentangan dengan fatwa DSN-MUI (No: 52/DSN-MUI/111/2006) tentang
wakalahbil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.

Kontrak Mitra Igra Plus berbentuk baku, namun dalam ijab dan gabul kontrak
telah mengindikasikan penerapkan prinsip umum asuransi syariah. Sebagaimana
ditunjukkan pada kegiatan berikut ini.

1. Perusahaan membusdles aidyang merinci aliran dana pembayaran premi
anggota. Sales aid dijelaskan bersama polis yang disertakan untuk
memberikan penjelas kepada calon anggota peran masing-masing pihak, yakni
perusahaan dan anggota (menunjukkan transparansi).

2. Dalam keikutsertaan anggota, perusahaan asuransi memberi keleluasan
kepada calon anggota. Yaitu dengan memberikan tempo untuk mempelajari
polis sebelum penandatanganan kesepakatan guna menghindari perbedaan
persepsi antar pihak (menunjuklkamnrida/kerelaan).

3. Dewan Pengawas Syariah: dewan ini menunjuk dari anggota MUI sebagai
pengawas sekaligus konsultan kesyariahan. Dalam hal ini DPS ada di AJB
Bumiputera cabang Syariah pusat Jakarta yang membawabhi seluruh cabang di

Indonesia
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B. Saran-Saran
Dari kesimpulan pada penelitian ini, penulis memberikan saran-saran di
antaranya kepada beberapa pihak berikut..
1. AJB Bumiputera Cabang Syariah
Penulis memberikan saran/masukan yang sekiranya dapat bermanfaat
bagi perusahaan ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Dalam memberikan informasi terkait akad-akad yang berprinsip
syariah masih dilandaskan pada tingkat permintaan calon anggota.
Penulis menyarankan supaya informasi terkait ini disampaikan
walaupun dari pihak calon anggota itu tidak memintanya. Hal ini
terkait, bahwa perusahaan asuransi selain berorientasi profit, namun
juga sebagai lembaga yang memberikan pembelajaran dan pemahaman
terkait akad-akad syariah.

b. Sejauh pengamatan penulis, dalam kontrak baku (polis) yang
menerangkan pengelolahan investasi belum disebutkan secara spesifik,
bahwa yang digunakan dalam pengelolahannya adalah jenis akad
mudharabah musytarakah Karena dalam fatwa DSN-MUI telah
ditetapkan terkait akad ini secara spesifik.

2. Akademisi
Dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada akademisi yang

konsen dalam hal bisnis syariah sebagai berikut.
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a. Melakukan kajian kembali terkait posisi dagard yang ada pada
lembaga asuransi. Dalam hal ini penulis mendapatkan darch
digunakan untuk menutugifisit underwriting

b. Mengkaji kembali terhadap bagaimana pengembangan investasi di
perusahaan asuransi syariah guna mendapatkan profit dan sejauh
mana pengembangan itu dilakukan. Sehingga didapatkan, bahwa
peran perusahaan asuransi selain sebagai lentdsaga dantakaful

juga memberikan fasilitas untuk berinvestasi.
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